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ABSTRAK

Dalam rangka mewujudkan peran APIP yang efektif sesuai PP 60 Tahun
2008, BPKP selaku instansi pembina JFA di lingkungan APIP mengeluarkan
Perka BPKP RI Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Grand Design Peningkatan
Kapabilitas APIP. Sejak dikeluarkan Perka BPKP RI, Inspektorat Kabupaten
Aceh Tamiang dituntut untuk mampu Meningkatkan Kapabilitas APIP, Namun
Hingga tahun 2017 level Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang belum meningkat.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi
Perka BPKP RI Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Grand Design Peningkatan
Kapabilitas APIP Di Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang. Tujuan dari penelitian
adalah 1).Mengetahui dan menganalisis Implementasi Perka BPKP Rl Nomor 6
Tahun 2015 Di Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang, 2).Mengetahui dan
menganalisis faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam Impelementasi Perka
BPKP RI Nomor 6 Tahun 2015 Di Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang

Bentuk penelitian ini adalah Kualitatif Deskriptif, Data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Data Primer yang pada
umumnya digunakan dalam penelitian kualitatif meliputi : Wawancara, Observasi
dan Dokumentasi. Sedangkan data skunder merupakan data yang diperoleh dari
literatur dan dokumen

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan maka ditarik
kesimpulan mengenai Implementasi Perka BPKP RI Nomor 6 Tahun 2015
Tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas APIP di Inspektorat Kabupaten
Aceh Tamiang berdasarkan teori Edward Il sudah berjalan dengan baik namun
belum maksimal dilaksanakan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut peneliti dapat memberikan beberapa
saran vyaitu :a). Menambah Aparatur JFA dan P2UPD Db). Meningkatkan
Kompetensi sumber daya manusia c). Meningkatkan anggaran untuk Inspektorat
¢).Membuat SOP yang mendukung Peningkatan Kapabilitas APIP

Kata Kunci : Inspektorat Kabupaten, Pengawasan, Implementasi, Kebijakan,
Kapabilitas.
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ABSTRACT

In order to realize the effective role of APIP in accordance with PP 60 of 2008,
BPKP as the JFA advisory agency in the APIP environment issued Perka BPKP RI
Number 6 of 2015 concerning Grand Design Improving APIP Capability. Since the
issuance Perka BPKP RI, the Aceh Tamiang District Inspectorate is required to be able
to Increase APIP Capability, but until 2017 the Inspectorate level of Aceh Tamiang
Regency has not increased. With the background of the problem the researcher was
interested in examining the Implementation

The formulation of the problem in this study is how the implementation of the
Republic of Indonesia BPKP Regulation Number 6 of 2015 concerning the Grand Design
of the Improvement of APIP Capability at the Inspectorate of Aceh Tamiang Regency.
The objectives of the study were 1). Knowing and analyzing the Implementation of Perka
BPKP RI Number 6 Year 2015 in Aceh Tamiang District Inspectorate, 2). Knowing and
analyzing the factors that are obstacles in the Implementation of Republic of Indonesia
BPKP Number 6 Year 2015 at Aceh Tamiang District Inspectorate

The form of this research is Qualitative Descriptive, Data used in this study are
primary data and secondary data . Primary data which is generally used in qualitative
research includes: Interview, Observation and Documentation. While secondary data is
data obtained from the literature and documents.

Based on the description of the results of the research and discussion,
conclusions are drawn regarding the Implementation of the Republic of Indonesia BPKP
Number 6 of 2015 concerning the Grand Design of APIP Capability Improvement at the
Aceh Tamiang District Inspectorate based on Edward Il theory has gone well but has
not been maximally implemented.

Based on the results of these studies researchers can provide some suggestions,
namely: a). Adding JFA and P2UPD Apparatus b). Increase the competence of human
resources c). Increase budget for Inspectorate c). Make SOP that supports APIP
Capability Enhancement

Keywords : District Inspectorate, Supervision, Implementation, Policy, Capability.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah (otonomi
daerah) di Indonesia dari pola sentralisasi menjadi desentralisasi memiliki
konsekuensi terhadap makin besarnya penyerahan wewenang dari pemerintah
pusat ke pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah memiliki kewenangan
yang cukup besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara
otonom. Otonomi daerah dengan asas desentralisasi memberi kewenangan dan
kesempatan yang luas kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan
pemerintahan secara langsung dan bertanggungjawab dalam mewujudkan
kesejahteraan masyarakat di daerah. Kewenangan yang luas membutuhkan
pengawasan yang optimal, karena tanpa pengawasan yang optimal peluang
terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan akan semakin besar
sehingga akan mengakibatkan kerugian keuangan negara, dan menghambat

terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Penguatan fungsi pengawasan intern pemerintah merupakan salah satu
upaya yang perlu terus dilakukan untuk mendukung peningkatan Kkinerja
pemerintah dan membantu mengatasi persoalan-persoalan bangsa. Pengawasan
intern pemerintah, sebagai salah satu fungsi manajemen pada organisasi

penyelenggaraan pemerintahan, memegang peran penting dalam mengawal dan
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mengoptimalkan Kinerja dan pencapaian tujuan organisasi kementerian, lembaga,
dan pemerintah daerah serta mencegah dilakukannya tindakan-tindakan yang
tidak sesuai dengan kaidah-kaidah penyelenggaraan organisasi yang baik dan

amanabh.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pasal 12 menyebutkan
bahwa pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai dengan fungsi dan

kewenangannya.

Perwujudan peran APIP yang efektif didalam pasal 11 Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 sekurang-kurangnya harus:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi,
dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi
Instansi Pemerintah;

2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen
risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan

3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas

dan fungsi Instansi Pemerintah.

Dalam rangka mewujudkan peran APIP yang efektif sesuai PP 60 Tahun
2008, BPKP selaku instansi pembina Jabatan Fungsional Auditor (JFA) di

lingkungan APIP mengeluarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan
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Dan Pembangunan Rebuplik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Grand
Design Peningkatan  Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
Pengertian dari Kapabilitas APIP yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas-
tugas pengawasan yang terdiri dari unsur yang saling terkait yaitu kapasitas,
kewenangan dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki, juga merupakan
upaya memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana,
manajemen sumber daya manusia agar dapat melaksanakan peran dan fungsi

APIP secara efektif.

Sejak dikeluarkan Peraturan Keputusan Kepala Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia semua instansi
pemerintah (Inspektorat Kabupaten) dituntut untuk mampu menghasilkan kinerja

instansinya secara baik dan Peningkatan Profesional Pemeriksa yang handal.

Seiring dengan upaya mewujudkan tata kelola yang baik sesuai salah satu
program RPJMN 2015-2019 dan RPJMD 2017-2022 ada beberapa yang menjadi
program priotitas untuk Peningkatan Kapabilitas Aparatur pemeriksa Internal
pemerintah dan meningkatkan profesionalisme SDM Inspektorat Kabupaten
Aceh Tamiang sebagai APIP yang handal, serta melaksanakan arahan Presiden RI
untuk mencapai kapabilitas APIP level 3 pada tahun 2019. Dari penjabaran
Program RPJMN dan RPJMD tersebut diantaranya yaitu :

1. Untuk Peningkatan Anggaran Inspektorat Kabupaten sebesar 1 % dari APBD.
2. Untuk Penambahan Aparat Pengawas Inspektorat Kabupaten sebanyak

minimal 35 Orang (JFA dan P2UPD).
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3. Untuk Peningkatan Kompetensi Pemeriksa Inspektorat Kabupaten.
4. Peningkatan Kapabilitas APIP menjadi Level 3 (Tiga)
5. Peningkatan Maturitas SPIP menjadi Level 3 (Tiga)

6. Menjadikan Inspektorat sebagai Quality Ansurance.

Berdasarkan Pemetaan leveling Kapabilitas Aparat Pengawas Intern
Pemerintah (APIP) yang dilakukan  Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh pada tahun 2017 di Propinsi Aceh adalah

sebagai berikut :

1. Untuk Level 3 dengan koreksi/Catatan yaitu Inspektorat Kota Banda Aceh,
Inspektorat Kota Langsa, Inspektorat Aceh Barat dan Inspektorat Gayo
Lues.

2. Untuk Level 2 Penuh yaitu Inspektorat Aceh Utara dan Inspektorat Aceh
Timur.

3. Untuk Level 2 dengan Catatan/Koreksi vyaitu Inspektorat Aceh,
Inspektorat Lhoksemawe, Inspektorat Aceh Besar, Inspektorat Aceh
Selatan, Inspektorat Tengah, Inspektorat Abdya, Inspektorat Bener
Meriah, Inspektorat Pidie dan Inspektorat Simelue

4. Untuk Level 1 yaitu Inspektorat Aceh Tenggara, Inspektorat Bireuen,
Inspektorat Aceh Singkil, Inspektorat Subulsalam, Inspektorat Aceh
Tamiang, Inspektorat Aceh Jaya, Inspektorat Sabang, Inspektorat Pidie

Jaya dan Inspektorat Nagan Raya (BPKP Perwakilan Aceh, 2017)
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Tahun 2016 Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang masih berada di level
satu hal ini disebabkan masih sedikitnya sumber daya auditor, waktu itu auditor
Inspektorat berjumlah satu orang dan jumlah anggaran belanja langsung non gaji
pengawai inspektorat kabupaten aceh tamiang berjumlah 2,3 milyar. Sedangkan
untuk peningkatan sumber daya manusia sama sekali tidak ada, untuk
mendidik/membentuk auditor hanya mengharapkan pemanggilan dari BPKP
Perwakilan Aceh. Sehingga pada waktu itu peningkatan kompetensi sama sekali

tidak ada.

Dengan permasalahan tersebut kemudian keluarlah Peraturan Kepala
Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Rebuplik Indonesia Nomor 6
Tahun 2015 Tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah. Dengan ada Peraturan tersebut kemudian Pemerintah
Kabupaten Aceh Tamiang mengeluarkan kebijakan untuk peningkatan Kapabilitas
Aparatur Pemeriksa Intern Pemerintah di Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang
yang tertuang dalam RPJMD 2017-2022. Dengan kebijakan tersebut diharapkan
kinerja Pengawasan Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang menjadi meningkat,
dengan demikian level Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang akan naik menjadi

Level III.

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini akan
menganalisis implementasi Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan
Pembangunan Rebuplik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Grand Design

Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Inspektorat
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Kabupaten Aceh Tamiang, yang akan peneliti telusuri dari kacamata Model
Implementasi Kebijakan Goerge C. Edward Ill, yang dapat membantu
menguraikan implementasi kebijakan Kapabilitas Aparat Pemeriksa Intern

Pemerintah di Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang.

1.2. Perumusan Masalah
Perumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang
masalah adalah :

1. Bagaimana Impelementasi  Peraturan Kepala Badan Pengawasan
Keuangan Dan Pembangunan Rebuplik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015
Tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah Di Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang?

2. Apa yang menjadi Hambatan terhadap Impelementasi Peraturan Kepala
Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Rebuplik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Di Inspektorat Kabupaten Aceh

Tamiang?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah :
1. Mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Kepala Badan

Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Rebuplik Indonesia Nomor 6
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Tahun 2015 Tentang Grand Design Peningkatan

Kapabilitas Aparat

Pengawasan Intern Pemerintah Di Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang

2. Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam

Impelementasi Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan

Pembangunan Rebuplik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Grand

Design Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Di

Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang

1.4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti

bagi pengembangan dan memperkaya Ilmu Administrasi public terutama

dalam Implementasi Kebijakan Publik.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah

Kabupaten Aceh Tamiang dalam mendukung dan menunjang

Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pemeriksa

dilnspektorat Kabupaten Aceh Tamiang
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BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori-Teori Yang Mendukung

2.1.1. Kebijakan Publik

Istilah kebijakan atau sebagian orang mengistilahkan kebijaksanaan
seringkali disamakan pengertiannya dengan istilah policy. Hal tersebut barangkali
dikarenakan sampai saat ini belum diketahui terjemahan yang tepat isitlah
policyke dalam Bahasa Indonesia. Menurut Hoogerwerf dalam Sjahrir pada
hakekatnya pengertian kebijakan adalah semacam jawaban terhadap suatu
masalah, merupakan upaya untuk memecahkan, mengurangi, mencegah suatu
maslahdengan cara tertentu, yaitu dengan tindakan yang terarah. Sedangkan,
James E Anderson, memberikan rumusan kebijakan sebagai perilaku dari
sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor

dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Dari beberapa pengertian tentang kebijakan yang telah dikemukakan oleh
para ilmuwan tersebut, kiranya dapatlah ditarik kesimpulan bahwa pada
hakekatnya studi tentang policy(kebijakan) mencakup pertanyaan : what, why,
who, where,danhow. Semua pertanyaan itu menyangkut tentang masalah yang
dihadapi lembaga-lembaga yang mengambil keputusan yang menyangkut: isi cara
atau prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil dan
dilaksanakan. Di samping itu kesimpulan tentang pengertian kebijakan dimaksud,

pada dewasa ini istilah kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

8 Document Accepted 24/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)24/1/20



kaitannya dengan tindakan-tindakan pemerintah serta perilaku negara pada

umumnya.

Selanjutnya, penting sekali bagi kita untuk menguraikan makna dari
kebijakan publik, karena pada dasarnya kebijakan publik nyata-nyata berbeda
dengan kebijakan  private/swasta. Banyak sekali pengertian yang telah
diungkapkan oleh ahli berkaitan dengan kebijakan publik, namun demikian
banyak ilmuwan yang merasakan kesulitan untuk mendapatkan pengertian
kebijakan publik yang benar-benar memuaskan. Hal tersebut dikarenakan sifat
dari pada kebijakan publik yang terlalu luas dan tidak spesifik dan operasional.
Luasnya makna kebijakan publik disampaikan oleh Charles O. Jones di dalam
mendefinisikan kebijkan publik sebagai antar hubungan di antara unit pemerintah
tertentu dengan lingkungannya. Agaknya definisi ini sangat luas sekali nuansa
pengertiannya, bahkan terdapat satu kesan sulit menemukan hakekat dari pada

kebijakan publik itu sendiri.

Selanjutnya, Santoso (1998: 4-8), memisahkan berbagai pandangan
tentang kebijakan publik ke dalam dua kelompok. Pemikiran pertama menyatakan
bahwa kebijakan publik sama dengan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah,
sebagaimana yang diungkapkan oleh Thomas R. Dye bahwa “Public policy is
whatever goverment choose to do or not to do”(apapun yang dipilih oleh

pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan).
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Meskipun memberikan pengertian kebijakan publik hanya memandang
dari satu sudut saja (yakni pemerintah), namun apa yang diungkapkan oleh
Thomas Dye telah memberikan nuansa terhadap pengertian kebijakan publik.
Barangkali semua memahami bahwa kebijakan semata-mata bukan merupakan
keinginan pemerintah, akan tetapi masyarakatpun juga memiliki “apa” yang
dilakukan, “mengapa” mereka melakukannya, dan ‘“bagaimana” akibatnya.
Kebijakan publik meliputi segala sesuatu yang dinyatakan dan dilakukan atau
tidak dilakukan oleh pemerintah. Pandangan lainnya dari kebijakan publik,
melihat kebijakan publik sebagai keputusan yang mempunyai tujuan dan maksud
tertentu, berupa serangkaian instruksi dan pembuatan keputusan kepada pelaksana

kebijakan yang menjelaskan tujuan dan cara mencapai tujuan.

Berdasarkan beberapa pandangan tentang kebijakan tersebut, maka dengan
mengikuti paham bahwa kebijakan negara adalah serangkaian tindakan yang
ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu
demi kepentingan seluruh rakyat. Irfan Islamy (1997: 20) menguraikan beberapa
elemen penting dalam kebijakan publik, yaitu:

(1) Bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan
tindakan-tindakan pemerintah;

(2) Bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi
dilaksanakan dalam bentuk yang nyata;

(3) Bahwa kebijakan publik, baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak
melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan

tertentu;
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(4) Bahwa kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan

seluruh anggota masyarakat.

Definisi tersebut memberikan gambaran pemahaman mengenai kebijakan
publik, yaitu; tindakan, tujuan dan berkaitan dengan urusan publik. Kebijakan
publik secara konsisten menunjukkan ciri tertentu yang dilakukan oleh
pemerintah. Analisis kebijakan sendiri merupakan suatu aktivitas intelektual dan
praktis ditujukan menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan

pengetahuan tentang dan di dalam proses kebijakan (William N, Dunn, 2000).

Samudra Wibowo (1994:190) menjelaskan bahwa kebijakan negara
merupakan bagian keputusan politik yang berupa program perilaku untuk
mencapai tujuan masyarakat negara. Kesimpulan dari pandangan ini adalah: (1)
kebijakan publik sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah; dan (2)

kebijakan publik sebagai keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu.

Hasil dari analisis kebijakan pada umumnya sebuah rekomendasi

kebijakan yang lebih lanjut atau kebijakan alternatif yang lain.

2.1.2 Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan publik yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh policy
makers bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam
implementasinya. Ada banyak variabel yang memengaruhi keberhasilan
implementasi kepada individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi
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dari suatu program melibatkan upaya- upaya policy makers. Untuk memengaruhi
perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur
perilaku kelompok sasaran. Dalam berbagai sistem politik, kebijakan publik
diimplementasikan oleh badan-badan pemerintah. Badan-badan tersebut
Pelaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah dan hari ke hari yang membawa
dampak pada warga negaranya. Dalam literatur administrasi. (Subarsono,

2005:87)

2.1.3 Komponen Kebijakan

Menurut. Charles 0. Jones (1977) Kebijakan terdiri dari komponen-
komponen:
a. Goal atau tujuan yang diinginkan;
b. Plans atau proposal, yaitu pengertian yang spesifik untuk mencapai tujuan;
c. Program, yaitu upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan;
d. Decision atau keputusan, yaitu tindakan-tindakan untuk menentukan tujuan,
membuat rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program.
e. Efek, yaitu akibat-akibat dan program (baik disengaja atau tidak, primer atau

sekunder).(Tangkilisan, 2003:3)

2.1.4. Definisi Kebijakan Publik dan Pemerintah Menurut Para Ahli

a. Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt mengatakan Kebijakan dapatlah diberi
definisi sebagai suatu keputusan yang siap dilaksanakan dengan ciri

adanya kemantapan perilaku dan berulangnya tindakan, baik oleh mereka
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yang membuatnya maupun oleh mereka yang harus mematuhinya.
(Soenarko, 2003:41).

b. Chandier & Piano (1988) berpendapat bahwa kebijakan publik adalah
pemanfaatan yang srategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada
untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Dalam
kenyataannya, Kebijakan tersebut telah banyak membantu para pelaksana
pada tingkat birokrasi pemerintah maupun para politisi untuk memecahkan
masaiah-masalah publik. (Tangkilisan, 2003:1).

c. Thomas R. Dye mengatakan Kebijaksanaan pemerintah itu adalah apa saja
yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.
Definisi Thomas R. Dye itu didasarkan pada kenyataan, bahwa banyak
sekali masalah-masalah yang harus diatasinya, banyak sekali kainginan
dan kehendak rakyat yang harus dipenuhinya. (Soenarko, 2003:41).

d. Robert Eyestone mengatakan kebijaksanaan pemerintah adalah hubungan
suatu lembaga pemerintah terhadap lingkungannya. (Soenarko, 2003:42).

e. Easton (1969) memberikan pengertian kebijakan publik sebagai
pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang
keberadaannya mengikat. Sehingga cukup pemerintah yang dapat
melakukan sesuatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersehut
merupakan bentuk dan sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang
merupakan bentuk dan pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat.

(Tangkilisan, 2003:2).
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f. Carl J. Friedrich mengatakan kebijakan pemerintah adalah suatu arah
tindakan yang diusulkan pada seseorang, golongan, atau Pemerintah dalam
suatu lingkungan dengan halangan-halangan dan kesempatan-
kesempatannya, yang diharapkan dapat memenuhi dan mengatasi halangan
tersebut di dalam rangka mencapai suatu cita-cita atau mewujudkan suatu
kehendak serta suatu tujuan tertentu. (Soenarko,2003:42)

g. Sedangkan James E Anderson (1975) memberikan definisi kebijakan
publik sehagai kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan
pejabat-pejabat pemerintah, dimana implikasi dan kebijakan itu adalah:

a. kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai
tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan;

b. kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah;

c. kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh
pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk
dilakukan;

d. kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti
merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah
tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan
pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu;

e. kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang positif
didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan
memaksa. (Tangkilisan, 2003:2)

h. Nugroho menguraikan beberapa konsep kebijakan publik, yaitu :
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a. Hal-hal yang diputuskan oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak
dikerjakan;

b. Berbentuk peraturan pemerintah secara tertulis maupun konvensi-
konvensi; (c) Kerjasama legislasi dan eksekutif. (Riant Nugroho,
2012:173).

i. Model Implementasi Kebijakan Goerge C. Edward I1l, model
implementasi kebijakan yang berspektif top down yang dikembangkan
oleh George C. Edward Ill. (dalam Agustino, 2008 : 149-154) menamakan
model implementasi kebijakan publiknya dengan Direct and Indirect

Impact on Implementation.

Dalam pendekatan teori ini terdapat empat variabel yang
mempengaruhi keberhasilan impelementasi suatu kebijakan, yaitu : komunikasi,
sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. limplementasi kebijakan berspektif
yang dikembangkan oleh George C. Edward Il1I. Edward Ill (dalam Agustino,
2008 : 149-154) adalah: menamakan model implementasi kebijakan publiknya
dengan Direct and Indirect Impact on Implementation. Dalam pendekatan teori ini
terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan impelementasi suatu
kebijakan, vyaitu : komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur
birokrasi.limplementasi kebijakan berspektif yang dikembangkan oleh George C.

Edward I11. Edward 111 (dalam Agustino, 2008:149-154) adalah:
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1. Komunikasi

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu
kebijakan menurut Goerge C. Edward Il (dalam Agustino, 2008:150) adalah
komunikasi. Komunikasi, menurutnya sangat menentukan keberhasilan
pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif
terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka
kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila
komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan
peraturan impelementasi harus ditansmisikan (atau dikomunikasikan) kepada
bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun
harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (atau pentransmisian informasi)
diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin
konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam
masyarakat. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur
keberhasilan variabel komunikasi yaitu:

a. Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan
suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam
penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian
(misscommunication).

b. Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan
(street-level-bureuarats) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak
ambigu/mendua) ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi

impelementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan
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fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain
hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh
kebijakan yang telah ditetapkan.

c. Konsistensi; perintah yang diberikan dalam melaksanakan suatu
komunikasi haruslah konsisten dan jelas untuk diterapkan atau dijalankan.
Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat

menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

2. Sumberdaya

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu
kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya
dalam mengimplementasikan kebijakan, menurut Goerge C. Edward Ill (dalam
Agustino, 2008:151-152). Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen,
yaitu:

a. Staf; sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf.
Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya
disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun
tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor
saja tidak cukup, tetapi diperlukan juga kecukupan staf dengan keahlian
dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam
mengimplementasikan  kebijakan atau melaksanakan tugas yang

diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
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b. Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua
bentuk, vyaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara
melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus
mereka lakukan saat mereka diberi perintah. Kedua, informasi mengenai
data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi
pemerintah yang telah ditetapkan. Implementer harus mengetahui apakah
orang yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh
terhadap hukum.

c. Wewenang; pada umumnya kewenangan harus Dbersifat formal agar
perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau
legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang
ditetapkan secara politik. Ketika wewenang nihil, maka kekuatan para
implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat
menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi dalam konteks yang
lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan
dalam melihat efektivitas kewenangan. Disatu pihak, efektivitas akan
menyurut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi
kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

d. Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi
kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti
apa yang harus dilakukan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan
tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung sarana dan prasarana

maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.
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3. Disposisi

Variabel ketiga yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan
adalah disposisi. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi,
menurut Goerge C.Edward 111 (dalam Agustino, 2008:152-154), adalah:

a. Pengangkatan birokrat; disposisi atau sikap pelaksanaakan menimbulkan
hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan apabila
personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang
diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan
pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang
memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan.

b. Insentif; Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan
untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan
memanipulasi insentif. Pada umumnya orang bertindak menurut
kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para
pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan.
Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan
menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan
melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya

memenuhi kepentingan pribadi (self interst) atau organisasi.
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4. Struktur Birokrasi

Menurut Edward 11l (dalam Agustino, 2008:153-154), vyang
mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur
birokrasi. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia,
atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan
mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan
kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan karena terdapatnya
kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut
adanya kerjasama banyak orang, ketika stuktur birokrasi tidak kondusif pada
kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumberdaya-

sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan.

Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung
kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi
dengan baik. Berdasarkan penjelasan di atas, maka memahami struktur birokrasi
merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan
publik. Menurut Edwards 11 dalam Winarno (2005:150) terdapat dua karakteristik
utama dari birokrasi yakni:

a. Standard Operational Procedure (SOP)

SOP merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian
waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja
yang kompleks dan luas”. (Winarno, 2005:150). Ukuran dasar SOP atau

prosedur kerja ini biasa digunakan untuk menanggulangi keadaan-keadaan
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umum diberbagai sektor publik dan swasta. Dengan menggunakan SOP, para
pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi
untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang
kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang

besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan.

Berdasakan hasil penelitian Edward 111 yang dirangkum oleh Winarno
(2005:152) menjelaskan bahwa: “SOP sangat mungkin dapat menjadi
kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara
kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-
kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan
perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar
pula probabilitas SOP menghambat implementasi.Namun demikian, di
samping menghambat implementasi kebijakan SOP juga mempunyai
manfaat. Organisasi-organisasi dengan prosedur-prosedur perencanaan yang
luwes dan kontrol yang besar atas program yang bersifat fleksibel mungkin
lebih dapat menyesuaikan tanggung jawab yang baru daripada birokrasi-

birokrasi tanpa mempunyai ciri-ciri seperti ini”.

b. Fragmentasi

Edward IlIl dalam Winarno (2005:155) menjelaskan bahwa
“fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada
beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi”. Pada

umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan
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kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau
kebijakan. Fragmentasi mengakibatkan pandangan-pandangan yang sempit
dari banyak lembaga birokrasi. Hal ini akan menimbulkan konsekuensi
pokok yang merugikan bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Berikut
hambatan-hambatan yang terjadi dalam fregmentasi birokrasi berhubungan
dengan implementasi kebijakan publik. (Budi Winarno,2005:153-154):

a) Pertama; tidak ada otoritas yang kuat dalam implementasi kebijakan
karena terpecahnya fungsi-fungsi tertentu ke dalam lembaga atau badan
yang berbeda-beda. Di samping itu, masing-masing badan mempunyai
yurisdiksi yang terbatas atas suatu bidang, maka tugas-tugas yang penting
mungkin akan terlantarkan dalam berbagai agenda birokrasi yang
menumpuk.

b) Kedua; pandangan yang sempit dari badan yang mungkin juga akan
menghambat perubahan. Jika suatu badan mempunyai fleksibilitas yang
rendah dalam misi-misinya, maka badan itu akan berusaha
mempertahankan esensinya dan besar kemumgkinan akan menentang

kebijakan-kebijakan baru.

2.1.4. Kapabilitas

a. Pengertian Kapabilitas

Untuk mengetahui dengan jelas pengertian kapabilitas, berikut ini akan
dikemukakan penegertian  kapabilitas yang diambil dari  beberapa
sumber.Pengertian kapabilitas menurut kamus bahasa Indonesia (2014) adalah

‘Kapabilitas, artinya juga sama dengan Kompetensi, yaitu Kemampuan. Namun
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pemaknaan kapabilitas tidak sebatas memiliki keterampilan (skill) saja namun
lebih dari itu, yaitu lebih paham secara mendetail sehinga benar benar menguasai
kemampuannya dari titik kelemahan hingga cara mengatasinya Pengertian
kapabilitas menurut Baker dan Sinkula (2005) adalah kapabilitas adalah kumpulan
keterampilan yang lebih spesifik, prosedur, dan proses yang dapat memanfaatkan

sumber daya ke keunggulan kompetitif.

Berdasarkan pengertian kapabilitas yang telah diungkapkan, maka
dapatdidefinisasikan sebagai sebuah kemampuan yang memiliki lebih dari
hanyaketerampilan pada suatu hal yang menjadi keunggulan bersaing dan

menguasai kemampuan dari titik kelemahan.

1. Model Kapabilitas APIP

Suatu kerangka kerja untuk memperkuat atau meningkatkan pengawasan
intern melalui langkah evolusi kecil. Langkah- langkah yang telah disusun
menjadi lima tingkat kemampuan progresif. Model ini menggambarkan tahap-
tahap kegiatan pengawasan intern yang dilaksanakan APIP dapat berkembang
dalam menentukan, menerapkan, mengukur, mengendalikan, dan meningkatkan

proses pengawasan

Dalam matriks model kapabilitas APIP terdapat proses dan praktik pada
setiap tahap yang memberikan dasar untuk naik ke tingkat kapabilitas berikutnya.
Sebuah rumusan fundamental yang mendasari IA-CM adalah bahwa proses atau

praktik tidak dapat ditingkatkan jika tidak dilaksanakan secara terus-menerus.
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Pada setiap tingkatan terdapat enam proses yang selanjutnya disebut
elemen, yaitu 1) peran dan layanan APIP, 2) pengelolaan SDM, 3) praktik
profesional, 4) akuntabilitas dan manajemen Kkinerja, 5) budaya dan hubungan
organisasi, dan 6) struktur tata kelola. Setiap tingkat kapabilitas menggambarkan
karakteristik dan kapabilitas suatu APIP pada tingkatan tersebut. Sesuai dengan
ukuran atau kompleksitas sebuah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang
terkait dengan meningkatnya kegiatan, maka membutuhkan kapabilitas
pengawasan intern yang lebih baik. Model ini mencoba untuk menyesuaikan sifat
dan kompleksitas organisasi dengan kemampuan pengawasan intern yang

diperlukan untuk mendukungnya.

Tingkat kapabilitas dan karakteristik suatu APIP sesuai Peraturan Kepala
BPKP Nomor PER - 1633/K/JF/2011 ialah sebagai berikut :

a. Level 1 (initial) APIP belum dapat memberikan jaminan atas proses tata
kelola sesuai peraturan dan belum dapat mencegah korupsi.

b. Level 2 (infrastructure) APIP mampu menjamin proses tata kelola sesuai
dengan peraturan dan mampu mendeteksi terjadinya korupsi.

c. Level 3 (Integrated) APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis
suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola,
menjamin risiko, dan pengendalian Intern.

d. Level 4 (managed) APIP mampu memberikan assurance secara

keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern.
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e. Level 5 (optimizing) APIP menjadi agen perubahan Setiap level
kapabilitas terdiri atas satu atau beberapa KPA yang terkait dengan enam
elemen pengawasan intern.

Sesuai dengan matrik berikut ini :
Gambar 2.1.
Matrik IA-CM
Intemal Audit Capability Model Matrix
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KPA merupakan bangunan utama yang menentukan kapabilitas
suatu APIP. KPA mengidentifikasi apa yang seharusnya ada dan
berkelanjutan pada tingkat kapabilitas tertentu sebelum penyelenggaraan
aktivitas pengawasan intern dapat meningkat pada level berikutnya. Ketika
APIP telah melembagakan semua dari KPA terkait dengan tingkatan
tertentu, maka dapat dianggap telah mencapai tingkat itu. Dengan kata
lain, semua KPA dalam setiap elemen harus dikuasai dan dilembagakan ke
dalam budaya dari kegiatan APIP untuk mencapai tingkat tertentu. Setiap
KPA terdiri atas tujuan, aktivitas esensial, output, outcome, dan
institusionalisasi. Tujuan KPA yang merangkum hasil yang diharapkan
atau keadaan yang harus ada untuk KPA itu. Sejauhmana tujuan telah
dicapai merupakan indicator seberapa banyak kemampuan APIP telah
dibentuk pada suatu level kapabilitas.Tujuan juga menunjukkan seberapa
signifikan dari ruang lingkup dan maksud dari setiap KPA. Aktivitas
Esensial merupakan sekelompok kegiatan terkait dalam setiap KPA yang
dilakukan secara kolektif untuk mencapai tujuan. Output dan outcome
merupakan keluaran dan hasil dari setiap kegiatan dalam setiap KPA.
Institusionalisasi merupakan praktik-praktik yang harus dikuasai dan
dilembagakan ke dalam aktivitas APIP untuk mencapai KPA tertentu,
serta dilakukan internalisasi sehingga dapat dilaksanakan oleh seluruh

unsur APIP.
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2.1.5. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan
Rebuplik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Grand Design
Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

Pasal 1. Grand Design Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern P
merintah Tahul 2015-2019 digunakan sebagai acuan bagi
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam mclakukan
Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Pasal 2. Grand Design Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam pasal |
tercantum dalam Lampiran yang merupakan. bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 3. Ketentuan lebih Lanjut mengenai pelaksanaan Grand Design
Peningkatan  Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun
2015- 2019 yaitu:

a. Pedoman penilaian secara mandiri;
b. Pedoman penjaminan kualitas;
c. Pedoman peningkatan secara mandiri;

d. Pedoman monitoring;

2.1.6. Aparat Pemeriksa intern Pemerintah (APIP)

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas
melaksanakan pengawasan intern (Internal Audit) dilingkungan pemerintah pusat

dan/atau pemerintah daerah untuk melayani kebutuhan-kebutuhan pemerintah
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(Arenset al., 2009). Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
dibawah tanggung jawab Presiden Republik Indonesia dalam pasal 47 ayat 2 (a)
menyebutkan bahwa APIP merupakan aparat yang melakukan pengawasan intern
atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas
keuangan Negara. Menurut Pasal 48 ayat 2, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
melakukan pengawasan intern melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan
kegiatan pengawasan lainnya. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah terdiri atas:

a. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

b. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan

pengawasan intern.
c. Inspektorat Provinsi.

d. Inspektorat Kabupaten/Kota.

Masing—-masing wewenang dan komponen Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah yaitu:

1. BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan
negara atas kegiatan tertentu yang meliputi:
a. kegiatan yang bersifat lintas sektoral;
b. kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; dan

c. kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.

2. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan
pengawasan intern melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan

dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian
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negara/lembaga yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara.

3. Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan
dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat
daerah provinsi yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah provinsi.

4. Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh
kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja
perangkat daerah kabupaten/kota yang didanai dengan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.

Pengertian pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan
seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang
dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan atas suatu
pekerjaan atau kegiatan dilakukan dengan maksud agar kegiatan tersebut
dilaksanakan dan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Arifin
Abdul (2011) mengatakan, maksud diadakan pengawasan adalah:

a. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana
yang telah ditetapkan.

b. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan instruksi
serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

c. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelamahan serta kesulitan-kesulitan

dan kegagalan-kegagalannya, sehingga dapat diadakan perubahan-
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perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan-
kegiatan yang salah.

d. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah tidak
dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat

efisiensi yang lebih benar.

Pengelolaan keuangan merupakan salah satu aspek penting dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan dalam menentukan
keberhasilan pencapaian tujuan kesejahteraan masyarakat daerah. Pengelolaan
keuangan daerah yang baik akan berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan
yang efektif, efisien, dan tepat sasaran. Definisi pengelolaan keuangan daerah
adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan daerah sesuai dengan
kedudukan dan kewenangannya Yyang meliputi kegiatan perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban (Karianga:2011).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pasal 1 No.58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, pengertian keuangan daerah adalah sebagai
berikut :

“Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
menyelenggarakan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban

daerah tersebut”.

Halim (2012:84) mengemukakan tujuan pengelolaan keuangan daerah
adalah sebagai berikut:
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Tanggung jawab (accountability), pemerintah daerah harus
memertanggungjawabkan tugas keuangannya kepada lembaga atau
orang yang berkepentingan yang sah.

Mampu memenuhi kewajiban keuangan, keuangan daerah harus ditata
dan dikelola sedemikian rupa sehingga mampu melunasi ikatan
keuangan.

Kejujuran, urusan keuangan harus diserahkan pada pegawai yang jujur
dan kesempatan untuk berbuat curang diperkecil.

Hasil guna dan kegiatan efisien dan efektif, program dapat direncanakan
dan dilaksanakan dengan biaya yang rendah dan dalam waktu yang
singkat.

Pengendalian, aparat pangawasan harus melakukan pengendalian agar

tujuan dapat tercapai.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian internasional yang mendekati Pelaksanaan peningkatan

Kabapilitas Aparatur Pemeriksa Intern Pemerintah yaitu Hasil penelitian

Ismail, et al. (2008) menyimpulkan bahwa kendala dalam penerapan kendali

mutu audit (Pelaksanaan Peningkatan Kabapilitas Aparatur Pemeriksa Intern

Pemerintah) antara lain karena gap (masalah) pendelegasian tanggung jawab,

efisiensi waktu dalam pengisian format dan checklist yang disyaratkan dan

seringkali tidak dijawab secara tepat. Masalah lain yang muncul adalah

pemahaman pegawai yang tidak memadai mengenai kendali mutu audit dan
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bagaimana penerapannya. SDM audit masih kurang baik kuantitas maupun

kualitasnya.

Penelitian Berikutnya yang mendekati topik Peningkatan Kapabilitas
Aparat pemeriksa intern Pemerintah. Daniel Saleppang Toding melakukan
penelitian pada Inspektorat Kabupaten Sidoarjo, penelitian ini memfokuskan
pada dua hal yang menjadi gap (Masalah ) terkait peran Inspektorat
Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan pengawasan keuangan daerah yaitu:
(1) Kapasitas aparat (auditor dan pemeriksa) yang meliputi kompetensi,
Independensi dan Integritas; dan (2) Upaya Inspektorat Kabupaten Sidoarjo
selaku Institusi APIP dalam mengembangkan dan meningkatkan

kompetensi, independensi dan integritas aparatnya (auditor dan pemeriksa)

Namun, penelitian yang yang mendekati dengan implementasi
Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pemeriksa Intern Pemerintah vyaitu
penelitian yang dilakukan oleh Figy Lumempow, Inggriani Elim, dan | Gede
Suwetja melakukan penelitian di Inspektorat Kabupaten Minahasa Selatan
yang menjadi gap (masalah) dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui
kinerja pengawasan pengelolaan keuangan daerah pada Inspektorat
Kabupaten Minahasa Selatan telah sesuai dengan Peraturan BPKP No. 16

Tahun 2015

Dari beberapa penelitian terdahulu penulis tertarik menulis tentang
implementasi Peraturan Kepala  Badan Pengawasan Keuangan Dan
Pembangunan Rebuplik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Grand
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Design Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di
Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang. Permasalahan dari penelitian ini yaitu
tentang pelaksanaan kebijakan peningkatan Kapabilitas Aparatur Pemeriksa

Intern Pemerintah.

Hingga saat ini di Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang Khususnya
untuk penelitian analisis Implementasi Kebijakan Kapabilitas Aparat
Pemeriksa Intern Pemerintah yang telusuri dari Teori Model Implementasi

Kebijakan Goerge C. Edward Il belum ada.

2.3. Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori Implementasi dari
George C. Edward Il karena dalam teori ini digunakan empat faktor penentu
dalam keberhasilan suatu  implementasi kebijakan. Peneliti mengamati
implementasi berdasar dari tindakan yang dilakukan oleh Inspektorat
Kabupaten Aceh Tamiang dalam mengimplementasikan Peraturan Kepala
Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Rebuplik Indonesia Nomor
6 Tahun 2015 Tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah. Untuk melihat apakah implementasi Peraturan
Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Rebuplik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Grand Design Peningkatan
Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, peneliti menggunakan

empat faktor dari Edward Ill. Dengan demikian indikator yang peneliti
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gunakan untuk mengetahui proses implementasi dan faktor pendukung dan
penghambat implementasi Peraturan Peraturan Kepala Badan Pengawasan
Keuangan Dan Pembangunan Rebuplik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015
Tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah yaitu tertera pada gambar berikut :
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Gambar 2.2.
Kerangka Pemikiran

Implementasi Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan
Pembangunan Rebuplik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Grand
Design Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

di Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan

Dan Pembangunan Rebuplik Indonesia Nomor 6
Tahun 2015 Tentang Grand Design Peningkatan
Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

! ! '
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BAB 111

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang.
Pemilihan Lokasi penelitian dilaksanakan pada Inspektorat Kabupaten Aceh
Tamiang merupakan sasaran pelaksanaan dari Peraturan Kepala  Badan
Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Rebuplik Indonesia Nomor 6 Tahun
2015 Tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah

Waktu Penelitian Bulan Desember 2018 sampai Januari 2019.

3.2. Bentuk Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan
mengenai Implementasi Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan
Pembangunan Rebuplik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Grand Design
Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Inspektorat
Kabupaten Aceh Tamiang dan menganalisis faktor-faktor yang dapat mengatasi
kendala dalam implementaasi Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan
Dan Pembangunan Rebuplik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Grand
Design Peningkatan  Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di

Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang, dengan demikian penelitian ini merupakan
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penelitian Deskriptif dengan mengambarkan keadaan subjek obyek penelitian

pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak

3.3. Sumber Data

Dalam menentukan informan dalam penelitian ini adalah orang-orang
yang dianggap memiliki informasi kunci (key informan) yang dibutuhkan di
lokasi penelitian berdasarkan kebutuhan data yang ada, maka penulis menentukan
yang menjadi key informan dalam penelitian ini adalah Adapun informan yang
penulis wawancarai dalam penelitian ini yaitu: Inspektur, Sekretaris, Inspektur
Pembantu Wilayah 1V, Kasubbag Perencanaan, Kasubbag Umum dan

Kepegawaian, Auditor dan Pelaksana di Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data

sekunder.

Teknik pengumpulan data primer yang pada umumnya digunakan dalam
penelitian kualitatif meliputi, wawancara, observasi dan dokumentasi. Data primer
merupakan data yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui wawancara dan
observasi dilapangan. Sementara data sekunder, merupakan data yang diperoleh
dari literatur atau dokumen (Sugiyono, 2014: 224). Sumber data yang digunakan

dalam penelitian ini adalah sumber data primer, yaitu data yang diperoleh
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langsung oleh peneliti dari lapangan. Creswell (2013: 67) menyebutkan bahwa

peneliti dapat menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisa deskriptif,
dimana data-data dalam bentuk kualitatif khususnya dari wawancara. Secara
induktif peneliti akan mencoba mengolah data yang bersifat kualitatif untuk
menarik kesimpulan tentang bagaimana Implementasi Peraturan Kepala Badan
Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Rebuplik Indonesia Nomor 6 Tahun
2015 Tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah berdasarkan teori Implementasi menurut Edward 111 yang dipengaruhi
oleh empat variabel, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi/kecenderungan

atau tingkah laku dan struktur birokrasi (Budi Winarno, 2002)

Reduksi Data, yakni data dengan diperoleh dilokasi penelitian (data
lapangan) dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci.
Laporan dari lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok,
difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya.
Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian
berlangsung. Selama pengumpulan data berlangsung. Terjadilah tahapan reduksi

data.

Sajian data yakni memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran
secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Data yang
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disajikan adalah ringkasan data primer (hasil wawancara) dan data sekunder

(dokumen-dokumen) dalam bentuk tabel maupun deskripsi.

Penarikan kesimpulan, yakni sejak awal memasuki lokasi penelitian dan
selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisa data, yang
dikumpulan dengan cara mencari tema dari hal-hal sering timbul, dimana
persamaan yang sering muncul, antara lain “ kesulitan teknis, koordinasi, dan
kualitas SDM.” Akan tetapi dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi
secara terus menerus, maka diperoleh kesimpulan, dengan kata lain setiap
kesimpulan senantiasa terus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung,
adapun data yang sering memerlukan verifikasi antara lain data yang terkait

dengan kesulitan teknis dan data kualitas SDM.

3.6. Defenisi Konsep Dan Defenisi Operasional

Defenisi operasional merupakan suatu pernyataan dalam bentuk yang
khusus dan merupakan kriteria yang bisa diuji secara empiris. Definisi operasional
dapat mengukur, menghitung atau mengumpulkan informasi melalui logika
empiris. Berdasarkan kerangka pikir diatas penulis menggunakan Teori Goerge

C.Edward Il jadi, defenisi operasional adalah sebagai berikut.

Impementasi kebijakan
implementasi kebijakan adalah  serangkaian aktivitas yang
dijalankan oleh pemerintah yang mengikuti arahan tertentu tentang tujuan

dan hasil yang diharapkan. Implementasi meliputi tindakan-tindakan (dan
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non-tindakan)  oleh berbagai aktor, yang sengaja didesain untuk
menghasilkan efek tertentu demi tercapainya suatu tujuan. Terdapat
variabel-variabel yang berpengaruh dalam pengimplementasian program
karena tanpa variabel itu suatu program tidak akan bisa berjalan, dengan
kata lain kebijakan yang telah dirumuskan hanya akan menjadi sebuah

dokumen saja. Variabel-variabel tersebut antara lain :

a. Komunikasi
Cara, bentuk dan upaya yang dilakukan untuk menyampaikan
informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan atau implemenntasi
program.Indikatornya :
1) Transmisi
e Proses penyampaian tujuan yang jelas
e Penyampaian petunjuk pelaksanaan yang jelas
2) Kejelasan
o Kejelasan mengenai tujuan pelaksanaan program

e Kejelasan mengenai petunjuk pelaksanaan program

3) Konsistensi
e Konsistensi perintah mengenai tujuan pelaksanaan

o Konsistensi perintah mengenai petunjuk pelaksanaan
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b. Sumberdaya

Kemampuan yang dimiliki dan menjadi pendukung proses

pelaksanaan program, yakni sumberdaya manusia yang ada serta sarana

atau fasilitas. Indikatornya :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

1)

2)

3)

4)

5)

Sumber Daya Kuantitas, Sumber Daya Kualitas

e Ketersediaan Jumlah Sumber Daya bagi implementor

e Kecukupan Jumlah Sumber Daya bagi implementor

e Ketersediaan Sumber daya ahli untuk pelaksanaan program
e Kecukupan Sumber daya ahli untuk pelaksanaan program

Sumber Daya Anggaran
e Ketersediaan Anggaran untuk pelaksanaan program

e Kecukupan Anggaran untuk pelaksanaan program

Informasi

e Ketersediaan informasi yang diperlukan

e Kecukupan informasi yang diperoleh
Wewenang

e Ketersediaan wewenang pada aparatur birokrasi

e Kecukupan wewenang pada aparatur birokrasi

Fasilitas-fasilitas
o Ketersediaan fasilitas yang diperlukan

e Kecukupan fasilitas yang diperoleh
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c. Disposisi
Komitmen dan sikap yang dimiliki para pelaksana program untuk
melaksanakan keseluruhan kegiatan implementasi program. Indikatornya :

1) Komitmen aparatur birokrasi

e Kesamaan persepsi implementor dalam pelaksanaan program
Kesungguhan dalam pelaksanaan program
2) Insentif

e Ketersediaan insentif bagi implementor

e Kecukupan insentif bagi implementor

d. Struktur birokrasi
Adanya suatu prosedur yang mengatur tata dan pola aliran
pekerjaan dalam proses implementasi program. Indikatornya :

1) SOP
e Ketersediaan prosedur pelaksanaan bagi implementor
e Kecukupan prosedur pelaksanaan bagi implementor

2) Fragmentasi
o Kejelasan instansi yang terlibat dalam pelaksanaan

program

¢ Hubungan koordinasi dengan instansi-instansi yang terlibat
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